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NAMA SOP 
: SOP PEMERIKSAAN PERKARA BANDING 

DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA: 

1. Undang-Undang Nomor  48 tahun 
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 
1985, tentang Mahkamah Agung 
sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
2005 terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2009; 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
1989 tentang Peradilan Agama yang 
telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2006 terakhir 
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 
2009; 

4. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 
2009 tentang Pelayanan Publik; 

5. Surat Edaran Ketua Mahkamah 
Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 
tentang Penyelesaian Perkara di 
Pengadilan Tingkat Pertama dan 
Tingkat Banding pada 4 (empat) 
Lingkungan Peradilan; 

6. Peraturan Sekretaris Mahkamah 
Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 
tentang Pedoman  Penyusunan 
Standar Operasional Prosedur di 
Lingkungan Mahkamah Agung dan 
Badan Peradilan yang Berada di 
Bawahnya; 

7. Peraturan Menteri Menpan dan RB 
Nomor 35 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Penyususan SOP 
Administrasi Pemerintahan; 

8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung 
RI Nomor : KMA/001/SK/1991 tentang 
Pola Pembinaan  dan Pengendalian 
Administrasi Perkara; 

9. PERMA Nomor : 
KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 
2006 tentang Pemberlakuan Buku II 
Pedoman Tugas dan Administrasi 
Peradilan; 

10. Standart Operation Procedure (SOP)  
Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi 
Tenggara Tahun 2016. 

1. S-1 Syariah/Hukum 
2. Yang Menguasai Hukum Formil dan Hukum Materil 
3. Yang berwenang memeriksa perkara banding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

NO Aktivitas 

Pelaksana Mutu Baku Ket 

Hakim Anggota 
 

Ketua Majelis Hakim Peralatan Waktu Out put 
 

1. Mengidentifikasi 
berkas perkara untuk 
melihat kemungkinan 
konflik kepentingan 
sesuai dalam 
Undang-Undang  

   
Berkas 
Perkara 

 
2 hari 

 
Menolak untuk 
memeriksa berkas 

 

3. Membaca dan 
memeriksa berkas 
perkara  

   
Berkas 
Perkara 

 
14 hari 

 
Terlaksananya 
pemeriksaan perkara 

 

4. input data   
 

 

 

Berkas 
Perkara 

2 hari Terlaksananya putusan 
perkara 

 

5. Memberikan 
pendapat dalam 
lembar pendapat 
(adviesblad 

  Berkas 
Perkara 

2 hari Terlaksananya 
pemeriksaan perkara 

 

6. Penyusunan konsep 
putusan 
 

  Berkas 
Perkara 

14 hari Terlaksananya 
pemeriksaan perkara 

 

 

 

 

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

1. SOP Hakim 
2. SOP Panitera Pengganti 
3. SOP Kepaniteraan Hukum 

1. Komputer 

2. Printer 

3. ATK 

PERINGATAN :  PENCATATAN DAN PENDATAAN 

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka berkas 

perkara banding tidak dapat diproses tepat 

waktu. 

SIPP, Buku Induk Register Perkara, Agenda Sidang  


